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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di

Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo belum

dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan

dengan baik tetapi aspek lain belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Secara

rinci peran aparat pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung

dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Peran pemerintah Desa Iloheluma Kecamata Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

dalam sosialisasi tata cara telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat aspek-

aspek yang perlu diperhatikan di antaranya perlu  rentang waktu pelaksanaan

sosialisasi dan bentuk sosialisasi dalam bentuk kebun percontohan yang

dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa.

b. Peran dalam penyediaan bibit jagung, pupuk dan pestisida belum

dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi petani dalam

keberlangsungan kegiatan penanaman jagung. Pemerintah Desa belum

mengupayakan penyediaan  bibit, pupuk maupun pestisida sehingga sebagian

besar masyarakat petani jagung harus membeli bibit, pupuk maupun pestisida

harus ke Kota Gorontalo

c. Peran dalam Membantu Pemasaran Hasil Panen  belum dilaksanakan dengan

baik. Dalam hal ini pemerintah desa belum dapat mengupayakan agar petani
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tidak sembarang menjual hasil panennya.  Peran pemerinrah Desa Iloheluma

kecamatan Boliyohuto dalam membantu pemasaran hasil panen jagung belum

tampak. Pemerintah berdalih bahwa peran tersebut memerlukan dukungan

dana yang cukup besar karena pemerintah  harus menampung hasil panen

jagung petani.

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di

Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo memiliki faktor

pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung di antaranya dukungan dan

kepedulian pemerintah dalam memberikan penyuluhan, penyediaan bibit pupuk

dan pestisida maupun dukungan pemasaran hasil penen jagung. Sedangjkan faktor

penghambat terdapat pada kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti

sosialisasi, perawatan jagung secara manual maupun kebiasaan masyarakat

menjual hasil panen pada tengkulak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran kepada

aparat pemerinrah desa dapat meningkatkan peran dalam  pelayanan masyarakat

terutama dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung yang merupakan sumber

daya utama di desa. Di sarankan pula agar dapat bekerja sama dengan pihak

swasta dalam hal pengadaan bibit, pupuk dan pestisida untuk masyarakat petani

jagung.

Disarankan dalam upaya meningkatkan hasil panen jagung dapat

mengikuti penyuluhan tentang tata cara penanaman jagung serta memperhatikan
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penggunaan bibit, pupuk dan pestisida sehingga hasil panen akan meningkat.

Disarakan pula bahwa dalam pemasaran ahsil panen jagung dijual lagsung ke

gundang-gudang penapungan milik pemerintah dengan harg yang ditetapkan

pemerintah untuk menghidari pembelian oleh tengkulak.

Kepada Dinas Pertanian setempat dapat memfasilitasi aparat pemerintah

desa dalam penyediaan bibit tanaman jagung,  pengadaan pupuk dan pengadaan

pestisida dengan harga yang terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

petani jagung semakin meningkatkan perawatan tanaman jangung yang pada

akhirnya berpotensi pada peningkatan hasil panen jagung.
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